
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di 
bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional 
perbankan syariah.

1  \n BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n PE 
Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan 
syariah.

2 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di 
bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah):
PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional 
perbankan syariah.

1  \n  \n BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): \n 
PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.

3 Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 
dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman 
mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.

2 Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan 
pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau 
aktivitas perbankan syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 4

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,33

Bobot (S) 0,50

Nilai (S) 0,67

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-
MUI dan mendapat opini DPS.

1 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan 
mendapat opini DPS.

2 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa 
BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

1 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
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Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00

Bobot (P) 0,40

Nilai (P) 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 
dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.

1 Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan 
pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.

2 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap 
Prinsip Syariah.

1 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 1,00

Bobot (H) 0,10

Nilai (H) 0,10
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